BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum perdata, jika terjadi kredit bermasalah yang artinya
debitur wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya dalam hal angsuran dan atau
pelunasan kredit, maka kreditur berhak untuk menuntut debitur untuk membayar
denda, membatalkan perjanjian secara sepihak atau apabila debitur tetap tidak
mampu untuk memenuhi prestasinya, maka obyek jaminan akan dijual, dan uang
hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang Debitur di Bank.

2. Bank Mandiri (Persero) Thk Cabang Jakarta Tendean dalam menyelesaikan
kredit bermasalah berpedoman pada Peraturan Umum Pemberian Kredit PT.
Bank Mandiri (Persero) Thk yaitu dengan penyelesaian secara intern antara pihak
bank dan debitur peminjam, dan apabila bank menilai bahwa debitur memiliki
itikad baik maka bank akan mempertimbangkan kebijakan yang meringankan
debitur, seperti penjadwalan kembali (Rescheduling). Dalam menyelesaikan
kredit bermasalah bank cenderung lebih memilih untuk diselesaikan dengan cara
damai atau musyawarah karena menganggap bahwa penyelesaian dengan jalur
hukum kurang efektif karena memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang

mabhal.

5.2 Saran
1. Di dalam memberikan kredit kepada calon debitor, pejabat bank terutama pejabat
bank bagian kredit dalam melaksanakan analisis sistem dan tata cara 6 C’s of
Credit (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy, and
Competence to borrow) diharapkan melakukan analisis tersebut dengan lebih
cermat dan cerdik. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kredit
bermasalah/macet pada masa yang akan datang, karena berhasil tidaknya

penyaluran kredit bank dapat mempengaruhi kredibilitas bank yang bersangkutan.
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Diharapkan dalam penyelesaian kredit bermasalah, terjadi kerjasama yang baik
antara pihak nasabah, bank, dan pihak ketiga yang membantu penyelesaian kredit
bermasalah tersebut. Dalam penyelesaian kredit bermasalah, semakin lama
penyelesaiannya justru akan menambah semakin besar kerugian yang akan
dialami oleh kedua belah pihak, karena kedua belah pihak baik itu pihak bank
atau pihak nasabah akan terus terbebani dengan waktu dan biaya penyelesaian
kredit bermasalah tersebut.

. Pengawasan dan pembinaan yang telah dengan baik dilakukan oleh pihak bank
perlu terus ditingkatkan, tanpa bermaksud mencampuri terlalu dalam “rumah
tangga” debitor kredit.

Tanpa mengesampingkan asas kehati-hatian, pihak bank hendaknya
meringankan syarat-syarat dan prosedur memperoleh kredit/pembiayaan, apalagi
jika pihak bank telah mengenal baik pemohon kredit/pembiayaan tersebut. Dan
kepada para debitor seyogyanya beritikad baik untuk menyerahkan jaminan Hak
Tanggungan kepada kreditor penerima Hak Tanggungan.

. Dalam pelaksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan banyak kendala yang
dihadapi, oleh karena itu perlu adanya ketentuan eksekusi yang merupakan
terobosan dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan penting pula eksekusi dibuat
suatu cabang lImu Hukum Eksekusi tersendiri, karena selama ini hukum eksekusi

yang ada merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata.
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